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ABSTRAK 
Hunian berimbang merupakan perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara 
rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Hunian berimbang ini diwujudkan pertama kali 
melalui peraturan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri 
Negara Perumahan Rakyat Nomor 648-384 Tahun 1992, Nomor: 739/KPTS/1992, Nomor: 09/KPTS/1992 
tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang berimbang.  
Komposisi hunian berimbang pada masa itu adalah 1 (satu) rumah mewah, berbanding 3 (tiga) rumah 
menengah, berbanding 6 (enam) rumah sederhana. Kemudian  melalui Permen Perumahan Rakyat No. 10 
tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan hunian berimbang, 
komposisi tersebut berubah menjadi 1 (satu) rumah mewah, berbanding 2 (dua) rumah menengah, 
berbanding 3 (tiga) rumah sederhana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pelaksanaan perumahan dengan hunian berimbang di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan ialah 
penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hunian berimbang belum sesuai dengan UU No 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan. Kendala yang dihadapi pengembang adalah tidak adanya insentif dari pemerintah, dan 
harga tanah yang semakin tinggi.   
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I. PENDAHULUAN 
Perumahan memiliki fungsi yang penting serta peran yang besar dalam kehidupan manusia. Bagi 
masyarakat Indonesia sendiri, perumahan adalah pencerminan serta pengejawantahan dari pribadi manusia, 
baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan alam di sekitarnya. Dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara, manusia merupakan insan sosial, insan ekonomi, dan insan politik. 
(Yudohusodo, 1991: 1). Sebagai insan sosial, rumah dipandang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan 
kehidupan sosial budaya dalam masyarakat. Disamping itu, dari segi ekonomi memiliki rumah merupakan 
investasi jangka panjang yang memberikan jaminan bagi kehidupan di masa yang akan datang.  
Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa 
“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat”. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia. Salah satu bentuk  
perlindungan negara adalah melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, agar masyarakat 
Indonesia bisa memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam sebuah lingkungan yang harmonis, 
sehat, serta aman di seluruh wilayah Indonesia. Karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, maka 
idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama untuk masyarakat dengan penghasilan yang 
rendah dan untuk keluarga yang tinggal di daerah yang padat penduduk seperti di kota-kota besar.  Melalui 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan 
rumah dan memberikan kemudahan kepemilikan rumah bagi masyarakat. Kemudahan perolehan dan 
ketersediaan rumah merupakan satu kesatuan fungsional dalam tata ruang, kehidupan sosial ekonomi, dan 
sosial budaya yang menjamin kelestarian lingkungan hidup seirama dengan semangat demokrasi, otonomi 
daerah, dan keterbukaan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Santoso, 2014: 
1) 
Setiap keluarga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal di 
daerah perkotaan yang padat penduduk, idealnya harus memiliki rumah sebagai tempat mereka tinggal. 
Namun sampai tahun 2014, Indonesia masih mengalami kekurangan rumah (backlog) hingga 13,7 juta unit 
rumah. (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016, Kebijakan dan strategi penyediaan 
perumahan TA 2015-2019, http://pu.go.id/uploads/Materi-Rakortek-Penyediaan-Perumahan-TA-
2015/Direktorat%20Perencanaan%20Penyediaan%20 Perumahan.pdf diakses pada 12 Juli 2016). Pemerintah 
Indonesia menyadari, bahwa sebagian masyarakat Indonesia memiliki keterbatasan untuk mendapatkan 
rumah yang layak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjembatani kebutuhan perumahan 
adalah mengeluakan peraturan mengenai lingkungan hunian berimbang. Melalui peraturan lingkungan 
hunian berimbang, para pengembang perumahan wajib membangun rumah dengan komposisi tertentu. 
Kewajiban membangun rumah dengan komposisi tertentu ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam 
mengejar kebutuhan perumahan di Indonesia. Namun dalam kenyataannya peraturan ini tidak berjalan, 
 dengan alasan tidak adanya insentif dari pemerintah kepada pengembang dan makin mahalnya harga tanah 
setiap tahunnya.  
 
II. RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan perumahan dan kawasan pemukiman dengan 
hunian berimbang di Indonesia?  
 
III.METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.  Sifat penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendekripsikan pelaksanaan hunian berimbang ditinjau dari 
peraturan perundangan yang berlaku. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi 
kepustakaan yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.  
 
IV. PEMBAHASAN 
A. Hunian Berimbang Menurut Undang-Undang Perumahan 
Pembangunan perumahan dan permukiman dengan lingkungan hunian berimbang merupakan 
pembangunan kawasan perumahan dengan perbandingan tertentu,  meliputi rumah sederhana, rumah 
menengah, dan rumah mewah  dengan tujuan dapat menampung berbagai kelompok masyarakat secara 
serasi. Peraturan hunian berimbang muncul pertama kali di tahun 1992, melalui Surat Keputusan Bersama 
Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat menerbitkan 
Nomor 648-384 Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992, dan Nomor 09/KPTS/1992 tentang Pedoman 
Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang berimbang. Komposisi hunian 
berimbang dalam peraturan tersebut adalah 6:3:1 (enam rumah sederhana, tiga rumah menengah, dan satu 
rumah mewah ) 
 Kemudian melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
dalam pasal 34, pasal 35,  pasal 36, dan pasal 37,  peraturan mengenai hunian berimbang mengalami 
pembaruan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia 
No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian 
Berimbang dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang. Komposisi hunian 
berimbang mengalami perubahan sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Perumahan 
Rakyat Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 dikatakan komposisi perbandingan rumah menjadi 3:2:1 (tiga 
rumah sederhana, dua rumah menengah, dan satu rumah mewah). 
Hunian berimbang didefinisikan sebagai kawasan permukiman atau perumahan yang dibangun secara 
berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, 
rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah 
susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum. Tujuan diselenggarakannya hunian 
berimbang adalah tercapainya target pembangunan rumah sederhana dan tercapainya keseimbangan 
kehidupan yang serasi dan harmonis diantara beragam strata sosial atau penghuni rumah mewah, rumah 
menengah, maupun sederhana yang dapat dilakukan melalui subsidi silang, dengan harapan masyarakat 
mampu dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Adapun yang diharapkan dapat menjembatani 
terlaksananya hal tersebut adalah para pengusaha pembangunan perumahan, aparat pemerintah di daerah, dan 
bank-bank pemberi kredit pemilikan rumah. 
Penerapan hunian berimbang merupakan kewajiban bagi setiap orang atau badan hukum yang akan 
membangun kawasan pemukiman. Namun, apabila  pembangunan perumahan pada kawasan pemukiman 
tersebut diperuntukkan bagi rumah sederhana atau rumah susun umum, maka hunian berimbang tidak 
diwajibkan. Hunian berimbang membagi jumlah rumah dalam skala-skala tertentu, dimana nantinya akan 
berhubungan dengan lokasi hunian berimbang. Terdapat 4 kelompok skala, dengan ketentuan sebagai 
berikut: (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 pasal 6) 
a. Perumahan dengan jumlah rumah antara 15 (lima belas) rumah  sampai dengan 1.000 (seribu) rumah. 
b. Perumahan dengan jumlah rumah antara 1.000 (seribu) sampai 3.000 (tiga ribu) rumah. 
c. Perumahan dengan jumlah rumah antara 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah. 
d. Perumahan dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah.  
Skala hunian berimbang memiliki kaitan dengan lokasi hunian berimbang. Apabila kawasan pemukiman 
menampung 1.000 rumah atau lebih, maka lokasi hunian berimbang wajib dilaksanakan dalam satu hamparan 
di kabupaten atau kota yang sama. Hunian berimbang bisa dilaksanakan tidak dalam satu hamparan apabila 
kawasan pemukiman hanya terdiri dari 50 rumah atau kurang dari itu. Hunian berimbang yang tidak dalam 
satu hamparan, maka pembangunan rumah sederhana harus dibangun dalam satu wilayah kabupaten/kota 
serta memiliki akses ke pusat pelayanan dan tempat kerja.  
 Pelaku pembangunan membangun rumah susun komersial, juga terdapat kewajiban untuk membangun 
rumah susun umum minimal 20%  dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun. Pembangunan 
rumah susun sederhana tersebut dapat dilakukan dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan. 
Dalam hal pembangunan rumah susun tidak satu hamparan atau di luar kawasan rumah susun komersial, 
maka harus tetap dalam wilayah kabupaten/kota  yang sama,  kecuali untuk provinsi DKI Jakarta dapat 
membangun di luar wilayah kota yang sama namun tetap dalam daerah provinsi DKI Jakarta. 
Dalam membangun hunian berimbang terdapat persyaratan komposisi yang dilihat berdasarkan luasan 
lahan dan banyaknya jumlah rumah. Komposisi jumlah rumah adalah perbandingan jumlah rumah mewah, 
rumah menengah, dan rumah sederhana. Perbandingan antara rumah mewah, menegah, dan rumah sederhana 
adalah 3:2:1 (tiga berbanding dua berbanding satu). Apabila pelaku pembangunan hanya membangun rumah 
mewah, maka terdapat kewajiban membangun sedikitnya rumah menengah 2 (dua)  kali dan rumah 
sederhana 3 (tiga)  kali jumlah rumah mewah yang akan dibangun.  Apabila yang dibangun hanya rumah 
menengah, maka kewajibannya adalah membangun rumah sederhana sekurang-kurangnya 1 ½ (satu 
setengah) kali jumlah rumah menengah yang dibangun. Bagi pelaku pembangunan perumahan yang tidak 
mampu mendirikan rumah sederhana, maka dapat dibangun rumah susun umum yang jumlahnya sama 
nilainya dengan harga kewajiban membangun rumah sederhana. (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat 
Nomor 7 Tahun 2013 pasal 9A) 
 Selain komposisi jumlah rumah terdapat juga komposisi luasan lahan. Komposisi luasan lahan adalah 
perbandingan antara luas tanah keseluruhan , dengan luas lahan untuk rumah sederhana. Komposisi luasan 
lahan rumah sederhana untuk hunian berimbang sekurang-kurangnya adalah 25% (dua puluh lima perseratus) 
dari luas lahan keseluruhan dengan jumlah rumah sederhana sekurang-kurangnya sama dengan jumlah rumah 
mewah ditambah jumlah rumah menengah. 
 
B. Pelaksanaan Hunian berimbang 
Bagi perusahaan pembangunan perumahan, pelaksanaan ketentuan hunian berimbang ini akan 
mempengaruhi strategi dan kebijakan pembangunan perumahan yang akan ditempuh.  Untuk perusahaan 
pembangunan perumahan yang letak tanahnya di pinggiran kota, ketentuan perbandingan jumlah rumah 
dalam hunian berimbang kemungkinan tidak terlalu sulit dipenuhi, karena harga tanah yang belum terlalu 
mahal dan masih terjangkau rakyat kecil dan menengah. Namun untuk pembangunan perumahan yang 
terletak di kota dengan harga tanah yang sudah mahal, ketentuan tersebut akan sulit untuk dilaksanakan dan 
menimbulkan dilema bagi perusahaan pembangunan perumahan, karena  harga untuk rumah sederhana akan 
menjadi tinggi,  sehingga tidak dapat terjangkau oleh rakyat kecil dan menengah.  
Perkembangan perumahan di Parung Panjang merupakan contoh menarik yang menggambarkan tidak 
berjalannya ketentuan hunian berimbang serta dampak yang timbul dari tidak berjalannya ketentuan tersebut. 
Awalnya daerah Parung Panjang merupakan daerah yang minim fasilitas sehingga identik dengan daerah 
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pihak pertama yang melakukan pembangunan di sana 
adalah Perumnas di tahun 1995. Namun, sejak diperbaikinya jalur kereta api Tanah Abang-Rangkas Bitung, 
membuat sejumlah developer tertarik membangun rumah hunian bersubsidi. Sejumlah developer yang 
membangun hunian dengan harga murah diantaranya adalah Pesona Indah Residen, Puri Harmoni 8, Serpong 
Garden Paradise, Puri Mutiara Parung Panjang, Savana Alam Serpong dan Metro Parung Panang. Mayoritas 
para pengembang mematok harga sekitar Rp 135 juta sampai Rp 140 juta per unit dengan luas tanah 7-15 
ha. (Hidayat, 2018, Rakus Konglongmerat Properti Bikin Rumah Murah Tinggal Mimpi, 
https://tirto.id/rakus-konglomerat-properti-bikin-rumah-murah-tinggal-mimpi-cN4u diakses pada 31 Juli 
2018) 
Rumah-rumah kelas menengah mulai tumbuh sejak dibangunnya Serpong Kencana (Forest Hill) yang 
dibangun oleh PT Blessindo Terang Jaya. Lokasi Serpong Kencana cukup strategis yaitu sekitar 1,5 km dari 
Stasiun Parung Panjang sehingga mudah dijangkau. Tidak jauh dari stasiun Parung Panjang, Perumnas 
berkerjasama dengan BSA Land membangun perumahan Sentraland Paradise Parung Panjang. Setelah 
berkerjasama dengan Perumnas, BSA Land kembali membangun perumahan The River. Mayoritas 
perumahan kelas menengah ini mematok harga antara Rp 229 juta sampai Rp 500 juta per unit dengan luas 
tanah 20-50 ha. (Hidayat, 2018, Rakus Konglongmerat Properti Bikin Rumah Murah Tinggal Mimpi, 
https://tirto.id/rakus-konglomerat-properti-bikin-rumah-murah-tinggal-mimpi-cN4u diakses pada 31 Juli 
2018) 
Pada bulan April 2018 sebuah kawasan kota baru  dengan luas 1.388 hektar akan dibangun di Parung 
Panjang. Kawasan kota baru tersebut bernama Milenium City. Proyek ini dibangun oleh PT Pasific Milenium 
Land, diluncurkan ke publik di Ritz Carlton, SCBD Sudirman. Kawasan kota baru ini akan dikembangkan 
dalam sembilan tahap, termasuk sebagai pusat bisnis dengan luas lahan 20 ha hingga 50 ha. Sampai saat ini, 
Millennium City sudah memasarkan dua klaster; Alton House sebanyak 317 unit, dan Charlton sebanyak 263 
unit. Satu unit rumah paling murah di klaster Alton House dibandrol Rp 627 juta. ((Hidayat, 2018, Rakus 
 Konglongmerat Properti Bikin Rumah Murah Tinggal Mimpi, https://tirto.id/rakus-konglomerat-properti-
bikin-rumah-murah-tinggal-mimpi-cN4u diakses pada 31 Juli 2018) 
Dari penjabaran diatas terlihat bahwa komposisi perumahan mewah lebih besar dari pada komposisi 
rumah sederhana. Perkembangan perumahan di daerah Parung Panjang ini merupakan salah satu contoh tidak 
berjalannya pelaksanaan hunian berimbang di Indonesia. Bahkan di tahun 2014,  Djan Faridz selaku Menteri 
Perumahan Rakyat (Menpera) melaporkan kepada polisi 60 (enam puluh) pengembang besar yang mencakup 
191 (seratus sembilan puluh satu) proyek, terkait sikap pengembang yang tidak mematuhi aturan hunian 
berimbang. (Detik Finance, 2014, Ini Para Pengembang yang Dilaporkan Djan Faridz ke Polisi, 
https://finance.detik.com/properti/2618153/ini-para-pengembang-yang-dilaporkan-djan-faridz-ke-polisi 
diakses pada 8 Agustus 2018). Dalam surat bernomor 172/M/HK.02.04/06/2014 tersebut, Djan Faridz 
meminta adanya tindakan hukum bagi pengembang rumah mewah yang melanggar pasal-pasal dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang pembangunan hunian berimbang bagi masyarakat 
berpengasilan rendah. 
Adapun alasan pengembang tidak melaksanakan hunian berimbang adalah sebagai berikut: 
a. Kenaikan harga tanah tidak terkendali, karena pasar tanah di lepas ke pasar. Kenaikan harga tanah 
yang tidak terkendali menyebabkan pengembang terbebani secara finansial, terutama bagi daerah 
dengan harga tanah yang mahal. Hal ini menyulitkan ketika harus menyiapkan lahan tertentu bagi 
kebutuhan rumah sederhana yang harganya ditentukan, sementara harga tanahnya sendiri hampir 
mendekati harga rumah sederhana yang telah ditentukan tersebut. 
b. Tidak tersedianya insentif yang jelas dari pemerintah memberikan kesan bahwa pembangunan rumah 
sederhana dalam skema hunian berimbang seperti pergeseran tanggung jawab penyedia Perumahan 
dari pemerintah ke pengembang. 
 
C. Perlunya Penyempurnaan Dalam Pelaksanaan Hunian Berimbang 
Alasan pertama yang selalu dikemukakan oleh pengembang untuk tidak melaksanakan ketentuan hunian 
berimbang adalah mengenai harga tanah yang makin mahal setiap tahunnya. Harga tanah yang tidak 
terkendali karena dilepas di pasar memberatkan pengembang untuk menyiapkan porsi tertentu untuk rumah 
sederhana.  
Solusi pertama yang bisa diterapkan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan bank tanah. Bank tanah 
adalah akuisisi tanah secara sistematis terhadap tanah yang belum dikembangkan, tanah terlantar, atau yang 
ditinggalkan kosong dan dianggap memiliki potensi untuk pengembangan. (Limbong, 2014: 361). Tujuannya 
adalah untuk menyediakan tanah yang dapat digunakan demi kepentingan umum seperti infrastruktur dan 
perumahan terjangkau. Dalam memperoleh tanah ada beberapa cara yang dapat ditempuh bank tanah. 
Pertama berdasarkan kewenangan yuridis. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN) memiliki kewenangan menetapkan tanah-tanah baik dari eks Hak Guna Usaha, tanah dengan 
masa berlaku habis, serta tanah terlantar untuk kepentingan masyarakat luas. Kedua, adalah melalui proses 
pengadaan anggaran dari pengembang dan pemerintah dalam hal pemerintah berkerjasama dengan 
pengembang. Melalui bank tanah inilah pemerintah menyediakan lahan untuk digunakan sebagai tempat 
pembangunan rumah sederhana, sehingga tidak memberatkan pengembang perumahan ketika harus 
membangun rumah sederhana di daerah perkotaan. 
Di sisi yang lain perlu dilihat juga bahwa dengan tidak dilaksanakannya hunian berimbang justru 
membuat harga tanah menjadi semakin mahal. Bila melihat perkembangan perumahan di Parung Panjang, 
dengan lebih banyaknya komposisi tanah yang ditujukan untuk dibuat perumahan mewah, maka secara 
otomatis harga tanah di daerah tersebut akan cepat meningkat. Bersamaan dengan semakin berkurangnya 
lahan kosong dan besarnya kawasan yang dikuasai oleh pengembang besar, maka pilihan konsumen 
masyarakat berpenghasilan pas-pasan akan semakin sulit. Karena tren pasar property, mendorong perubahan 
yang sangat cepat dari kawasan yang pada awalnya ditujukan untuk masyakat menengah kebawah menjadi 
berubah peruntukannya untuk kaum masyarakat menengah keatas. Perubahan kawasan merupakan sesuatu 
yang baik, namun dalam perubahan ini menjadi buruk karena pertumbuhan pendapatan lebih lambat 
dibandingkan harga perumahan. Pertumbuhan pendapatan generasi muda dalam 4-5 tahun bekerja hanya naik 
10 persen sedangkan kenaikan harga tanah bisa mencapai 15-20%. (CNN Indonesia, 2017, Gaji Cuma Naik 
Tipis, Generasi Milenial Sulit Beli Rumah, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170203081851-92-
191002/gaji-cuma-naik-tipis-generasi-milenial-sulit-beli-rumah  diakses pada 8 Agustus 2018). Hal ini akan 
menyebabkan makin sulitnya masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah.    
Solusi selanjutnya di bidang pertanahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperlambat 
kenaikan harga adalah menerapkan peraturan hunian berimbang secara tegas dan konsisten. Hunian 
berimbang mensyaratkan komposisi  perbandingan antara rumah mewah, rumah sedang, dan rumah 
sederhana adalah 3:2:1 (tiga berbanding dua berbanding satu) yang artinya 3 (tiga) atau lebih rumah 
sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah. Dengan lebih banyaknya 
 komposisi rumah sederhana dibandingkan rumah mewah maka laju pertumbuhan harga rumah akan 
berkurang. 
Untuk memberikan rangsangan minat kepada para pelaku pembangunan dalam rangka melaksanakan 
ketentuan hunian berimbang, maka diperlukan pemberian insentif oleh pemerintah. Namun pemberian 
insentif harus dilakukan secara cermat dan melalui syarat-syarat tertentu. Ketentuan pemberian insentif bisa 
dilakukan sebagai berikut, apabila insentif diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota, maka disyaratkan pemerintah daerah atau kabupaten/kota tersebut sudah harus 
memiliki peraturan mengenai hunian berimbang dan telah dilaksanakan secara konsisten. Bentuk bantuan 
yang diberikan kepada pemerintah daerah dan kabupaten/kota berupa (a) bantuan program pembangunan 
perumahan; (b) bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau (c) pemberian penghargaan di bidang 
perumahan. Selanjutnya pemerintah pusat juga memberikan bantuan  kepada badan hukum yang telah 
melaksanakan ketentuan hunian berimbang. Insentif tersebut antara lain: (a) keringanan atau potongan pajak 
untuk rumah sederhana sesuai dengan peraturan yang berlaku; (b) bantuan kredit konstruksi melalui program 
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); (c) bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum; 
dan/atau (d) pemberian penghargaan di bidang perumahan. Pemberian insentif kepada badan hukum juga 
diberikan oleh Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang 
berupa: (a) bantuan program pembangunan perumahan; (b) Kemudahan untuk perolehan tanah untuk 
pembangunan dan pengembangan program hunian berimbang; (c) dukungan aksesibilitas ke lokasi; (d) 
perizinan yang sederhana dan mudah; (e) potongan biaya retribusi; (f) bantuan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum; dan/atau (g) penghargaan di bidang pembangunan perumahan dengan hunian berimbang. (Maharani, 
2015: 45). 
 
V.  SIMPULAN 
Fokus hunian berimbang adalah tercapainya target pembangunan rumah sederhana dan tercapainya 
keseimbangan kehidupan yang serasi dan harmonis diantara beragam strata sosial atau penghuni rumah 
mewah, rumah menengah, maupun sederhana yang dapat dilakukan melalui subsidi silang, dengan harapan 
masyarakat mampu dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Adapun yang diharapkan dapat 
menjembatani terlaksananya hal tersebut adalah para pengusaha pembangunan perumahan, aparat pemerintah 
di daerah, dan bank-bank pemberi kredit pemilikan rumah.  
Dalam pelaksanaannya konsep hunian berimbang ini masih mengalami banyak kendala sehingga tidak 
bisa berjalan dengan baik. Salah satu kendala yang dihadapi adalah munculnya  pendapat bahwa skema 
hunian berimbang memberikan kesan seakan-akan pemerintah melempar tanggung jawab kepada 
pengembang untuk meneydiakan perumahan bagi rakyat. Pendapat ini muncul karena pemerintah tidak 
menyiapkan insentif yang jelas.. Selain itu pada masa sekarang ini harga tanah di lepas ke pasar akibatnya 
peningkatan harga tanah tidak terekendali. Mahalnya harga tanah mempersulit pengembang untuk 
menyiapkan porsi lahan tertentu untuk pembangunan rumah sederhana yang harganya telah ditentukan, 
sementara harga tanahnya sendiri hampir mendekati harga rumah sederhana yang telah ditentukan tersebut. 
Agar pelaksanaan hunian berimbang dapat terlaksana secara maksimal maka harus dibuat peraturan 
hunian berimbang dalam bentuk yang lebih kuat yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah sehingga memiliki 
daya paksa. Pemerintah dapat memberlakukan bank tanah. Bank tanah adalah akuisisi tanah secara sistematis 
terhadap tanah yang tidak dikembangkan, tanah yang ditinggalkan kosong namun memiliki potensi untuk 
dikembangkan, atau dapat pula berupa tanah terlantar. Perolehan tanah untuk kepentingan pembangunan 
yang dilakukan bank tanah memang ditujukan untuk penggunaan dikemudian hari. Melalui bank tanah 
pemerintah dapat membantu pengembang dalam menyediakan tanah untuk perumahan sederhana. Dengan 
begitu, biaya yang dikeluarkan oleh pengembang akan berkurang sehingga harga jual rumah sederhana dapat 
sesuai dengan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Agar dapat meningkatkan minat pelaku usaha 
perumahan untuk mewujudkan lingkungan hunian berimbang, maka pemerintah pusat bersama dengan 
pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan insentif. Bentuk  insentif dapat 
berupa keringanan biaya retribusi perizinan dan bantuan PSU, yang diatur melalui Peraturan Daerah.  
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